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ABSTRAK 
Nuri Ningsih, NIM: 142.111.052, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Yang 
Diperoleh Dari Kerjasama Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah 
(Kspps) Kospin Syariah Harjosari, Karanganyar Dengan Bri”. 
Perolehan bunga dalam bentuk apapun dilarang oleh syariat islam,tetapi pada 
prakteknya lembaga syariah masih ada yang menggunakan jasa bank konvensional 
dalam menempatkan dananya, KSPPS kospin syariah mempercayakan penempatan 
dana nya kepada bank konvensional yang tentu berimplikasi pada munculnya dana 
non halal dan apabila bunga tersebut masih ada di lembaga keuangan konvensional 
tentunya akan dimanfaatkan oleh mereka dalam bisnis utamanya yang hanya 
berprosentase pada bunga dan pada akhirnya bunga akan melahirkan bunga. Maka 
lebih baik bunga dari penempatan di bank konvensional tersebut dimanfaatkan untuk 
kepentingan umat, yaitu dana kebajikan yang penggunannya untuk dana kebajikan 
produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum 
Penelitian ini mengakaji alasan KSPPS Kospin Syariah menempatkan dana di 
BRI dan pengelolaan bunga tersebut, kesesuaian antara pengelolaan bunga yang ada 
di KSPPS kospin syariah dalam Fatwa Desan Syariah Nasional-MUI No 10 tahun 
2004 tentang bunga (interest/faidah) 
Penelitian ini termasuk penelitian (field research) atau penelitian lapangan 
yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, dengan data primer yang 
diperoleh dari hasil wawancara terhadap manager dan DPS KSPPS kospin syariah 
harjosari karangaanyar, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, Al-Qur’an, Al-
Hadist, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No.10 tahun 2004 tentang Bunga 
(interst/faidah). Dan bunga yang sudah terlanjur ada dikelola dan dimanfaatkan 
sebagai dana sosial ditinjau dari Maslahah Mursalah dan sadd adz-dzara’i. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan dana yang dilakukan 
KSPPS kospin syariah memenuhi kriteria riba  nasiah dan sesui dengan putusan 
alenia ke tiga tentang bermuamalah dengn lembaga konvensional Fatwa Dewan 
Syariah Nasional-MUI No 10 tahun 2004 tentang bunga (interest/faidah) 
 
Kata kunci: bunga bank, Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No 10 tahun 
2004 tentang bunga (interest/faidah) 
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ABSTRACT 
 
Nuri Ningsih, NIM: 142.111.052, "Overview of Islamic Law Against Interest 
Gained From The Cooperation Of Savings And Loans And Sharia Financing 
(Kspps) Kospin Syariah Harjosari, Karanganyar With Bri". 
 
Acquisition of interest in any form is prohibited by Islamic law, but in 
practice Islamic institutions still use conventional bank services in placing their 
funds, KSPPS kospin sharia entrust its placement of funds to conventional banks 
which certainly implicate the emergence of non-halal funds and if the interest is still 
there in conventional financial institutions will of course be utilized by them in the 
main business that only berprosentase on interest and ultimately interest will give 
birth to flowers. So it is better to interest from placement in conventional bank is used 
for the benefitof the ummah, that is the fund of the virtue of its use for the fund of 
productive virtues, donations, and other uses for the public interest 
This study examines the reasons for KSPPS Kospin Syariah placing funds in 
BRI and the interest management, the suitability between the interest management in 
KSPPS kospin syariah in Fatwa Desan Syariah Nasional-MUI No. 10 of 2004 on 
interest (faidah) 
This research includes research (field research) or field research ie research 
conducted directly in the field, with primary data obtained from interviews with 
manager and DPS KSPPS kospin syariah harjosari karangaanyar, and secondary data 
obtained from books, Al-Qur'an, Al-Hadist, and Fatwa of the National Sharia 
Council-MUI No.10 of 2004 on Interest (interst / faidah). And flowers that have been 
already managed and used as a social fund in terms of Maslahah Mursalah and sadd 
adz-dzara'i. 
The results of this study indicate that the placement of funds made KSPPS 
kospin sharia meets the criteria of usury and in accordance with the ruling of the third 
alenia about bermuamalah with conventional institutions of the National Sharia 
Council Fatwa-MUI No. 10 of 2004 on interest (faidah) 
 
Keywords: bank interest, National Sharia Council Fatwa-MUI No. 10 of 2004 
on interest (interest / faidah) 
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MOTTO 
 
 … ْاُونَواَع َت َلاَو ىَوْق َّ تلاَو ِّ ربِْلا ىَلَع ْاُونَواَع َتَو رناَوْدُعْلاَو ْرثْ رلإا ىَلَع… 
"… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…"  
(Al-Maidah Ayat 2) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z/ Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
x 
 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
xi 
 
 Dammah U U 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan 
huruf, yaitu : 
 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ……أ Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
    
   Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf  
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي …….  أ  Fathah dan a> a dan garis di atas 
xii 
 
alifatau ya 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup  
 Ta Marbutah atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
 
b. Ta Marbutah mati  
  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua kata 
itu terpisah  maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul 
atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. انّبر Rabbana 
2, لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu 
 لا . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara 
kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  
ditrasliterasikan  sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan 
huruf yang sama   dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang 
itu.  Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  
ditrasliterasikan sesuai dengan aturan  yang digariskan di depan  dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata yang mengikuti  dan 
dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
xiv 
 
akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  
dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh berikut 
ini:  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuzuna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf 
kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka  yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan 
tersebut  disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.  
 
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 لوسر لاإ دحمم امو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 نيملاعلا بر لله دمحلا Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  
yang sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau 
harakat  yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam 
xv 
 
transliterasinya  bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada 
setiap kata atau bisa dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل للها نإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na  
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ABSTRAK 
Nuri Ningsih, NIM: 142.111.052, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga 
Yang Diperoleh Dari Penempatan Dana  Koperasi Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kospin Syariah Harjosari, Karanganyar 
Dengan BRI”. 
Perolehan bunga dalam bentuk apapun dilarang oleh syariat islam,tetapi 
pada prakteknya lembaga syariah masih ada yang menggunakan jasa bank 
konvensional dalam menempatkan dananya, KSPPS kospin syariah 
mempercayakan penempatan dana nya kepada bank konvensional yang tentu 
berimplikasi pada munculnya dana non halal dan apabila bunga tersebut masih 
ada di lembaga keuangan konvensional tentunya akan dimanfaatkan oleh mereka 
dalam bisnis utamanya yang hanya berprosentase pada bunga dan pada akhirnya 
bunga akan melahirkan bunga. Maka lebih baik bunga dari penempatan di bank 
konvensional tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umat, yaitu dana 
kebajikan yang penggunannya untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan 
penggunaan lainnya untuk kepentingan umum 
Penelitian ini mengakaji alasan KSPPS Kospin Syariah menempatkan 
dana di BRI dan pengelolaan bunga tersebut, kesesuaian antara pengelolaan bunga 
yang ada di KSPPS kospin syariah dalam Fatwa Desan Syariah Nasional-MUI No 
10 tahun 2004 tentang bunga (interest/faidah) 
Penelitian ini termasuk penelitian (field research) atau penelitian lapangan 
yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan, dengan data primer yang 
diperoleh dari hasil wawancara terhadap manager dan DPS KSPPS kospin syariah 
harjosari karangaanyar, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, Al-Qur’an, 
Al-Hadist, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No.10 tahun 2004 tentang 
Bunga (interst/faidah). Dan bunga yang sudah terlanjur ada dikelola dan 
dimanfaatkan sebagai dana sosial ditinjau dari teori Istih}sa>n 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan dana yang dilakukan 
KSPPS kospin syariah memenuhi kriteria riba  nasiah dan sesui dengan putusan 
alenia ke tiga tentang bermuamalah dengn lembaga konvensional Fatwa Dewan 
Syariah Nasional-MUI No 10 tahun 2004 tentang bunga (interest/faidah) 
 
Kata kunci: bunga bank, Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No 10 
tahun 2004 tentang bunga (interest/faidah) 
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ABSTRACT 
 
Nuri Ningsih, NIM: 142.111.052, "Overview of Islamic Law Interest Gained 
From The Placement Of Sharia Savings And Loan (KSPPS) Kospin Syariah 
Harjosari, Karanganyar With BRI". 
 
Acquisition of interest in any form is prohibited by Islamic law, but in 
practice Islamic institutions still use conventional bank services in placing their 
funds, KSPPS kospin sharia entrust its placement of funds to conventional banks 
which certainly implicate the emergence of non-halal funds and if the interest is 
still there in conventional financial institutions will of course be utilized by them 
in the main business that only berprosentase on interest and ultimately interest 
will give birth to flowers. So it is better to interest from placement in conventional 
bank is used for the benefitof the ummah, that is the fund of the virtue of its use 
for the fund of productive virtues, donations, and other uses for the public interest 
This study examines the reasons for KSPPS Kospin Syariah placing funds 
in BRI and the interest management, the suitability between the interest 
management in KSPPS kospin syariah in Fatwa Desan Syariah Nasional-MUI No. 
10 of 2004 on interest (faidah) 
This research includes research (field research) or field research ie 
research conducted directly in the field, with primaovery data obtained from 
interviews with manager and DPS KSPPS kospin syariah harjosari karangaanyar, 
and secondary data obtained from books, Al-Qur'an, Al-Hadist, and Fatwa of the 
National Sharia Council-MUI No.10 of 2004 on Interest (interst / faidah). And 
flowers that have been already managed and used as a social fund in terms of 
Istih}sa>n. 
The results of this study indicate that the placement of funds made KSPPS 
kospin sharia meets the criteria of usury and in accordance with the ruling of the 
third alenia about bermuamalah with conventional institutions of the National 
Sharia Council Fatwa-MUI No. 10 of 2004 on interest (faidah) 
 
Keywords: bank interest, National Sharia Council Fatwa-MUI No. 10 of 
2004 on interest (interest / faidah) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perkembangan ekonomi syariah didunia khususnya di Indonesia yang 
memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat tinggi disambut oleh pelaku 
bisnis jasa keuangan dengan mendirikan lembaga keuangan syariah, baik itu 
bank maupun non bank. Prinsip yang diterapkan yaitu transaksi keuangan 
berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan 
bunga.
1
 
Prinsip lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan masyarakat 
luas adalah dengan menghapus sistem riba dan diganti dengan sistem non riba 
antara lain sistem bagi hasil, akad mudhara>bah}, akad musya>rak}ah, akad 
wadia>h dalam usaha simpan pinjam, yang diselenggarakan untuk 
menghindarkan masyarakat terjerat rentenir. Pola pembiayaan bagi hasil 
menggunakan dasar kesepakatan bersama antara pihak shahibul mall dan 
mudharib, membuat anggota yang meminjam tidak merasa dibebani oleh 
bunga karena dalam kesepakatan anggota memilih sendiri besarnya angsuran 
porsi bagi hasil dan penentuan jangka waktu untuk pengembalian modal. 
Menjamurnya lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan 
perwujudan dari minat masyarakat yang membutuhkan sistem perbankan yang 
dapat menyediakan produk dan layanan keuangan yang sehat dan juga 
                                                          
1
 Muhammad Syafei Antonio, Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan, 
(Jakarta: Tazkia Institute, 2009), hlm. 9. 
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memenuhi prinsip-prinsip syariah.
2
 Salah satu lembaga keuangan syariah 
adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Koperasi 
Simpan Pinjam (Kospin) Syariah Kecamatan Karanganyar kelurahan 
Harjosari. KSPPS Kospin Syariah Harjosari Karanganyar menghimpun dana 
langsung dari anggota dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan pada 
usaha kecil dan menengah yang berprinsip secara syariah didaerah Harjosari 
dan sekitarnya.  
Hasil kunjungan observasi di KSPPS Kospin Syariah Harjosari 
karanganyar, produk pembiayaan yang disalurkan koperasi ini antara lain 
adalah: 1) Pembiayaan Mudhara>bah}, adalah akad kerjasama usaha/perniagaan 
antara pihak pemilik dana (shahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan 
modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk 
diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (nisba/h/) sesuai 
dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak; 2) Pembiayaan 
Mura>bah}ah, adalah pembiayaan pengadaan/jual beli barang pada harga asal 
(harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh 
kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Karakteristiknya adalah penjual 
harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu 
tingkat keuntungan sebagai tambahannya; 3) Pembiayaan One Day Service 
(ODS) yaitu pemberian pinjaman dengan proses cepat satu hari cair; 4) 
                                                          
2
 Ibid., hlm. 10.  
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Pembiayaan qardul ha>san, adalah pembiayaan yang ditujukan untuk kebajikan 
dengan pertimbangan sosial.
3
 
Adapun produk simpanan di KSPPS Kospin Syariah Harjosari 
Karanganyar antara lain: 1) Simpanan Ummah, adalah simpanan berdasarkan 
prinsip Wadia/h/ Yad Dhamanah} yang tidak memberikan imbalan tetapi hanya 
berupa bonus; 2) Simpanan Haji, adalah produk simpanan yang menjadi 
motivator untuk merealisasikan niatan nasabah untuk menunaikan haji; 3) 
Simpanan Pendidikan, simpanan yang dapat menjadi uang tabungan siswa 
untuk melanjutkan pendidikan; 4) Simpanan hari raya syariah, adalah 
simpanan yang dapat dimanfaatkan untuk hari raya Idul Fitri maupun Idul 
„Adha.4 
Dalam proses kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan, KSPPS 
Kospin Syariah Harjosari karanganyar memiliki rekening tidak hanya dibank 
syariah saja melainkan bank konvensional juga yaitu di Bank Rakyat 
Indonesia (BRI). Alasan KSPPS Kospin Syariah Karanganyar memiliki 
rekening tabungan dibank konvensional adalah agar dana yang terkumpul 
tidak hanya berdiam dan tidak bermanfaat, kemudahan transaksi dan 
keberadaan kantor cabang pembantu BRI konvensional yang lebih banyak. 
Hal ini bertujuan agar mempermudah penerimaan dana dan memberikan 
pelayanan solusi dan kemudahan dalam berbagai kebutuhan. 
5
 
Kebijakan KSPPS Kospin Syariah Harjosari, Karanganyar dalam 
menempatkan dana di BRI Konvensional yang menerapkan sistem bunga. 
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 Heri Purwanto, Manager kospin, Wawancara Pribadi, 12 Desember 2017, 10.00 WIB. 
4
 Ibid., 
5
 Ibid., 
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Penerimaan bunga dari bank konvensional menurut prinsip syariah Islam 
adalah haram. Namun penerimaan dana tersebut memang sulit dihindari oleh 
KSPPS Kospin Syariah dan sifatnya adalah darurat, yaitu untuk keperluan lalu 
lintas pembayaran, disisi lain dana non halal adalah dana yang sangat jelas 
haram berdasarkan hukumnya
6
 
Berdasarkan uraian diatas, koperasi syariah dalam menyelenggarakan 
kegiatan usahanya ternyata masih tetap terlibat dalam praktik pembebanan 
bunga serta menghindari resiko dengan cara yang tetap menggunakan 
mekanisme bank konvensional, yaitu menempatkan dana dibank konvensional 
untuk menjaga likuiditas dan menerima pendapatan bunga dari penempatan 
dana tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perbankan/koperasi syariah 
selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah.
7
 
Sebenarnya penerimaan bunga oleh lembaga keuangan syariah dari 
mitra bisnis yang merupakan lembaga keuangan konvensional sudah ada 
ketentuannya, yaitu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Antonio yaitu 
dengan adanya pertimbangan pemanfaatan bunga ini adalah kaidah akhaffu 
dhararain (mengambil mudharat yang lebih kecil) bila dibandingkan dengan 
dana tersebut apabila ada dan dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga non-
muslim. Dengan kata lain bahwa apabila bunga tersebut masih ada dilembaga 
keuangan konvensional tentunya akan dimanfaatkan oleh mereka dalam bisnis 
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 Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, “Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan 
Dana Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang”, Jurnal Zakat dan Wakaf , 
(Jember), Jurusan Akuntansi FE UNEJ Jember Vol. 1, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 14. 
7
 Wardayati, Siti Maria. “Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan 
Kepercayaan Bank Syariah”. Jurnal IAIN Walisongo, Online. Vol. 19, Nomor. 1 Mei: 1-24, 2011, 
hlm. 2. 
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utamanya yang hanya berprosentase pada bunga dan pada akhirnya bunga 
akan melahirkan bunga.
8
 
Hal ini karena seiring berkembangnya koperasi syariah, terdapat 
permasalahan apakah makna darurat ini masih relevan dengan kondisi 
sekarang.
9
 Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti terdorong untuk 
mengkaji perlakuan koperasi syariah terhadap pendapatan bunga yang 
diperoleh dari bank konvensional yang tentunya tidak sesuai dengan hukum 
syariat Islam. Adanya pengungkapan pendapatan dana non halal menjadi 
faktor yang dapat mempengaruhi tingkat reputasi dan kepercayaan pada 
koperasi syariah
10
, maka penulis tertarik untuk menganalisa penerimaan dan 
penggunaan dana non halal di koperasi syariah apakah sesuai dengan hukum 
Islam, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat muslim 
terhadap koperasi syariah. 
Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan judul:  
“Tinjauan hukum Islam terhadap bunga yang diperoleh hasil kerjasama 
KSPPS kospin Syariah dengan BRI Konvensional.” 
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 Muhammad Syafei Antonio, Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan....hlm. 
12. 
9
 Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, “Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan 
Dana Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang”, Jurnal Zakat dan Wakaf , 
(Jember), Jurusan Akuntansi FE UNEJ Jember Vol. 1, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 11. 
10
 Huzain Sholeh Utomo. “Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya 
Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah” (Study Empiris Pada Bank 
Muamalat). Skripsi tidak diterbitkan,  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar, Makasar, 2017, hlm. 14. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan 
merumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Mengapa KSPPS Kospin Syariah lebih memilih menempatkan dana di 
BRI dan bagaimana pengelolaan bunga yang diperoleh?  
2. Bagaimana cara KSPPS Kospin Syariah menggelola bunga yang diperoleh 
dari penempatan dana di BRI ditinjau dari teori Hukum Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui hal hal apa saja yang melatarbelakangi KSPPS Kospin 
Syariah lebih memilih menempatkan dananya di BRI dan pengelolaannya. 
2. Untuk mengetahu hasil pengelolaan bunga yang diperoleh dari kerjasama 
KSPPS Kospin Syariah dengan BRI ditinjau dari kajian teori hukum islam. 
D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil 
penelitian adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan menambah 
pengetahuan mengenai pengelolaan pendapatan bunga yang diterapkan 
dikoperasi syariah. 
2. Manfaat praktis 
a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengurus koperasi syariah agar 
lebih baik kinerjanya dalam menjalankan koperasi, karena dengan 
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adanya penelitian ini akan menilai sejauh mana kinerja pengurus 
koperasi dalam perlakuan terhadap pendapatan bunga dari bank 
konvensional 
b) Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam operasional lembaga 
keuangan syariah yaitu dengan memperbaiki kekurangan dalam 
penerimaan pendapatan bunga dan mengembangkan sisi positif dengan 
sistem bagi hasil. 
c) Sebagai bahan acuan dan informasi bagi penelitian berikutnya dengan 
tema sejenis dimasa yang akan datang. 
E. Kerangka Teori 
1. Pengertian Riba 
Riba secara etimologi bermakna ziyadah (tambahan). Secara 
linguistik, riba mempunyai arti tumbuh dan membesar. Adapun secara 
terminologi terdapat beberapa definisi riba dari para ulama sebagai berikut.  
a. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai 
tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 
(pasdanan) yang dibenarkan oleh syariat islam atas penambahan 
tersebut. 
b. Imam Nawawi mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta 
pokok karena adanya unsur waktu. 
11
  
 Jika digabungkan menjadi satu kalimat maka pengertian riba 
mencangkup yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli 
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 Siah Khosyi‟ah, Fiqh Muamalah perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 
169-170.  
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maupun pinjam meminjam secara batil atau yang bertentangan dengan 
prinsip muamalah dalam islam  
Macam-macam Riba  
Diharamkannya riba pada umumya karena ada tambahan yang 
bersifat dzalim lagi pemerasan. Dalam hal ini riba tidak satu macam akan 
tetapi terbagi atas 4 bagian  
a. Riba Fadli, yaitu menjual barang yang sejenis dengan memakai 
tambahan pada salah satu tukaran barang tersebut. 
b. Riba yadi, yaitu menjual dua barang riba yang berbeda jenisnya 
dengan syarat mengakhirkan penerimaan barangnya dari tempat akad. 
c. Riba Nasi>ah}, yaitu menjual dua barang riba yang berbeda jenisnya 
dengan syarat mengakhiri penerimaan barangnya dalam batas waktu 
tertentu, sekalipun sebentar. 
d. Riba Qardhi, yaitu setiap pinjaman yang diambil manfaatnya oleh 
orang yang meminjamkan.
12
 
Dengan demikian, riba yang dibicarakan dalam bab ini adalah 
kegiatan pembungaan uang dalam berbagai bentuk yang menurut 
pemahaman ulama tafsir dan fiqh hukumnya haram.  
a. Larangan Riba dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadist  
Larangan supaya umat islam tidak melibatkan diri dengan riba 
bersumber dari surat dalam Al-Qur‟an dan hadist rasulullah SAW dan 
berikut larangan riba dalam Al-Qur‟an  
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 Syekh Muhammad Al Ghizzi, Fathul qarib, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), hlm. 
177.  
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Larangan menurutAl-Qur‟an surat Al Baqarah: 275 dan 276  
َأي َنيِذَّلٱ وُق َي اَمَك َّلَِإ َنوُموُق َي َلَ ْاٰو َبِّرلٱ َنوُلُك َكِل َٰذ ِّسَ
لمٱ َنِم ُنَٰطي َّشلٱ ُُوطَّبَخَت َي يِذَّلٱ ُم
ثِم ُعيَبلٱ َا َّنَِّإ ْاوُلَاق مُهَّ َنِأب ُل  َّلَحَأَو ْاٰو َبِّرلٱ  ُهَءاَج نَمَف ْاٰو َبِّرلٱ َمَّرَحَو َعيَبلٱ ُوَّللٱۥ  وَم َةظِعن ِّم  ِوِّبَّرۦ 
 ُوَل َف ٰىَه َتنَٱفۥ  َو َفَلَس اَم ُُهرَمأ ۥٓ  َنوُدِل َٰخ اَهيِف مُى ِراَّنلٱ ُب َٰحصَأ َكِئَٰلْوَُأف َداَع نَمَو ِوَّللٱ َلَِإ
٥٧٢  َي ُوَّللٱ ُقَح  ِت َٰقَدَّصلٱ بُِريَو ْاٰو َبِّرلٱ  ٍمِيَثأ ٍرا َّفَك َّلُك ُّب ُِيُ َلَ ُوَّللٱَو٥٧٢  
“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melaikan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba. Orang orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): 
dan urusan nya (terserah) kepada allah. Orang yang mengulangi 
(mengambil riba), maka orang  itu adalah penghuni neraka mereka 
kekal di dalamnya (275). Allah memusnakan riba dan menyuburkan 
sedekah. Dan allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam 
kakafiran dan selalu berbuat dosa (276). 
13
 
Dalam ayat diatas ditekankan bahwa riba akan menghancurkan 
kesejahteraan bangsa. Dalam firmanya allah memerintahkan agar 
umatnya menjauhi riba dan praktik yang sejenisnya, karena riba akan 
berdampak yang mengakibatkan kesengsaraan baik dunia maupun 
akhirat.  
2. Pengertian bunga 
Bunga adalah suatu jumlah ganti kerugian balas jasa atas 
penggunaan uang oleh nasabah. Dan bunga pada dasarnya mempunyai 
dua pengertian sesuai peninjauannya.  
a. Bagi Bank : bunga adalah suatu pendapatan atau suatu keuntungan 
atas peminjaman uang oleh pengusaha atau nasabah. 
                                                          
13
 Ismail MBA, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenada Media Groub, 2011), hlm 19 
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b. Bagi pengusaha : bunga dianggap sebagai ongkos produksi atau 
biaya modal.
14
 
Bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah 
dinyatakan bahwa bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang 
biasanya dinyatakan dan presentase dari uang yang dipinjamkan. Dan 
pendapat lain menyatakan: “interest” yaitu sejumlah uang yang dibayar 
atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya 
dinyatakan dengan suatu tingkat/presentase modal yang bersangkut paut 
dengan itu yang dinamakan suku bunga modal.
15
. 
Sementara bunga bank adalah balas jasa yang diberikan oleh 
bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang 
membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai 
harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang 
memperoleh pinjaman).  
Timbulnya persoalan apakah buanga sama dengan riba? Untuk 
memberikan jawaban atas pernyataan tersebut perlu dikaji apa 
sebenarnya makna riba. Adapun pengertian tambah, tumbuh dan subur 
dalam konteks riba adalah tambahan uang atas modal yang diperoleh 
dengan cara tidak benar.
16
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 Muchdarsyah Sinungan, Manajeman Dana Bank, (jakarta, Bumi Aksara, 1993), hlm. 
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15
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3. Pendapatan Bunga di Koperasi Syariah 
Menurut Kasmir, bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa 
yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvesional kepada 
nasabah yang membeli atau menjual produknya. Dalam kegiatan 
perbankan sehari-hari ada 2 macam bunga yang diberikan kepada 
nasabahnya, yaitu: 1) Bunga Simpanan, yaitu bunga yang diberikan 
sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan 
uangnya dibank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar 
kepada nasabahnya. Sebagai contoh : jasa giro, bunga tabungan, bunga 
deposito; 2) Bunga Pinjaman, adalah bunga yang diberikan kepada para 
peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada 
bank. Sebagai contoh : bunga kredit.
17
 
Bunga yang didapat dari menabung ataupun meminjam dibank 
konvensional termasuk riba dan riba dilarang keras oleh syariat Islam, 
hukumnya haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya 
dengan tegas telah melarang adanya praktek riba. Pada tanggal 16 
Desember 2003, Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia menetapkan 
fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan 
lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek 
bunga adalah haram. Namun, Islam memang agama yang sempurna dan 
universal, meskipun riba itu dilarang akan tetapi dalam kondisi darurat 
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memungut hasil riba itu masih diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan QS. 
Al An‟am: 119. 
 مُكَل اَمَو َّلََأ  ْاوُلُكَأت اَّمِ  َرُِكذ  ُمسٱ  ِوَّللٱ  ِويَلَع دَقَو  َل َّصَف مُكَل ا َّم  َمَّرَح مُكيَلَع  َّلَِإ اَم 
 ُتِرُرطضٱ  ِوَيِلإ  َّنِإَو  يِثَكىَِأب َنوُّلِضُيَّل امِِهئاَو  ِيَغِب لِع ٍم عَأ َوُى َكَّبَر َّنِإ ُمَل  
ُ
لمِٱب َنيِدَتعتَ 
١١١  
 “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) 
yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya 
Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, 
kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya 
kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) 
dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, 
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.
18
 
Oleh karena itu adanya penerimaan jasa giro dan bunga bank pada 
koperasi syariah itu diperbolehkan karena memang kondisi darurat. 
Namun perlakuan dan penggunaannya harus dimanfaatkan untuk kebaikan 
umat. 
3. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004  tentang hukum bunga Bank. 
Praktek penggunaan bunga tersebut hukumnya haram oleh 
karena itu MUI menghimbau kepada umat islam beralih menggunakan 
bank syariah dalam mengelola keuanganya, perbankan syariah lahir 
sebagai alternatif sistem perbankan guna memenuhi harapan yang 
menginginkan sistem keuangan syariah, yaitu bank yang menerapkan 
pinsip bagi hasil yang bebas dari riba (bunga).
19
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F. Tinjauan Pustaka 
Sebagai bahan perbandingan, maka penulis mengetahui hal-hal apa 
yang sudah diteliti dan belum diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. 
Penulis mencoba memaparkan karya-karya yang membahas tentang hal 
tersebut dan membaca buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian 
diantaranya yaitu:  
Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha melakukan penelitian 
tentang Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Baznas 
dan PKPU Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana 
non halal yang ada pada PKPU digunakan untuk kepentingan dan kegiatan 
sosial seperti perbaiakan jalan, pembuatan kamar mandi mushola dan lain-
lain. PKPU telah menyajikan dana non halal secara terpisah dari dana zakat, 
infak, dan shodaqoh. Hal ini dilakukan karena dana non halal merupakan dana 
yang memang digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan 
syariat Islam.
20
  
Yudi Rahman. Analisis Pengakuan Pendapatan Pada Simpan Pinjam 
Koperasi Baitul Maalwat Tamwil Khairul Amin Di Martapura Kabupaten 
Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi yang 
diterapkan pada pendapatan dari usaha simpan pinjam pada Koperasi BMT 
Khairul Amin di Martapura Kabupaten Banjar adalah berdasarkan cash basis 
yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Pendapatan 
bunga atas simpanan dan tabungan KSP dan USP pada koperasi lain 
                                                          
20
 Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, “Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan 
Dana Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang”, Jurnal Zakat dan Wakaf , 
(Jember), Jurusan Akuntansi FE UNEJ Jember Vol. 1, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 2.  
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dimasukan sebagai pendapatan operasional, akuntansinya sama memakai 
metode accrual basis.
21
 
Nabilah, dkk. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah: 
Studi Kasus Pada BMT MUDA dan KJKS BMT Amanah Ummah di 
Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan 
dikoperasi syariah kurang memenuhi unsur-unsur laporan keuangan entitas 
syariah, seperti yang tercantum dalam PSAK Syariah 100 yang berisi 
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah 
(KDPPLKS).
 22
 
Huzain Sholeh Utomo meneliti Kajian Pendapatan Non Halal Dan 
Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Nasabah 
Perbankan Syariah (Study Empiris Pada Bank Muamalat). Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa pendapatan non halal pada bank muamalat berupa 
pendapatan giro yang berasal dari bank lain, sehingga bentuk kepercayaan 
nasabah menurun setelah mengetahui adanya pendapatan non halal 
didalamnya sehingga dapat mempengaruhi tingkat reputasi bank muamalat.
23
  
Wulan Sari meneliti Fatwa  Majelis Ulama indonesia tentang 
pengaharam Bunga Bank (study analisis fatwa MUI tentang pengharaman 
bunga bank) hasil penelitian menunjukan bahwa setelah memahami bentuk 
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 Yudi Rahman. “Analisis Pengakuan Pendapatan Pada Simpan Pinjam Koperasi Baitul 
Maalwat Tamwil Khairul Amin Di Martapura Kabupaten Banjar,” Jurnal KINDAI, (Banjarmasin) 
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 Huzain Sholeh Utomo. “Kajian Pendapatan Non Halal Dan Dampak Penggunaannya 
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riba yang jelas dilarang allah SWT beserta rasulnya ternyata memiliki arti 
makna dan esensi yang sama dengan demikian dapat disimpulkan bunga bank 
sama dengan riba dan itu sangat dilarang dalam islam entah bentuk kecil 
maupun besar.
24
 
Dari beberapa penelitain yang sudah ada menurut penyusun belum 
menemukan hasil yang membahas tentang pengelolaan bunga hasil kerjasama 
sebuah lembaga syariah dengan bank konvensional khususnya pada lembaga 
KSPPS kospin syariah karanganyar dengan BRI konvensional. Oleh karena itu 
kiranya layak untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap dana non halal 
yang diperoleh KSPPS kospin syariah karanganyar dengan BRI konvensional. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah field 
research (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian langsung 
dilapangan dengan melakukan wawancara ataupun observasi.
25
 Yang 
menjadi objek penelitian adalah sistem kerjasama dan status bunga yang 
diperoleh dari kerjasama KSPPS kospin Syariah dengan BRI.  
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut.  
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a. Data primer 
Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  data primer, yakni 
data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (field 
reserch) data yang diambil lansung kelapangan dengan observasi 
kondisi nyata di lapangan terutama bermasalahan dengan pengelolaan 
bunga yang ada di KSPPS kospin syariah Harjosari Karanganyar. Data 
yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 
langsung dari informan yaitu dari DPS dan manager KSPPS Kospin 
Syariah Harjosari, Karanganyar. 
b. Data sekunder 
1) Bahan Hukum Primer meliputi : 
a) Keputusan fatwa MAJELIS ULAMA INDONESIA tentang 
hukum bunga (interest/fa‟idah).  
b) Dokumen dokumen yang diperoleh dari KSPPS kospin syariah 
sebagai bukti materi. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan bagi 
bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-
buku bacaan, laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada 
hubungannya dengan masalah yang diteliti, yang bisa dijadikan 
referensi dan perbandingan. 
3) Bahan Hukum Tersier 
17 
 
Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang digunakan 
sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Seperti kamus, website atau internet yang ada 
keterkaitannya dengan pengelolaan bunga (dana non halal) 
dilembaga keuangan syariah. 
3. Tehnik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Observasi 
Observasi atau yang sering disebut dengan pengamatan yaitu 
pemusatan perhatian terhadap suatu objek
26
 dengan menggunakan 
aplikasi GPS. Dalam hal ini penulis mencoba mengamati kondisi letak 
seberapa jauh berdirinya KSPPS kospin Syariah dengan BRI kemudian 
penulis menarik kesimpulan yang sistematis. Dilihat dari sejauh mana 
keterlibatan  peneliti dalam meneliti jarak yang diamati. Dalam 
penelitian ini tehnik observasi yang dilakukan adalah observasi 
nonpartisipan. Serta peneliti penggunakan aplikasi GPS untuk 
mengukur seberapa jauh letak KSPPS kospin syariah dengan BRI  
b. wawancara 
Wawancara adalah cara untuk memeperoleh informasi dengan  
cara bertanya  langsung pada  yang diwawancarai, dan  merupakan 
proses interaksi dan komunikasi.
27
 Wawancara dilakukan untuk 
memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang 
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dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data yang 
berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam 
penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan staf 
karyawan KSPPS Kospin Syariah karanganyar, dan DPS yang ada di 
KSPPS Kospin Syariah yang dianggap mengetahui keuangan syariah. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
variabel yang berupa cacatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan 
lain sebagainya.
28
 Metode ini digunakan untuk mencari data yang 
bersifat dokumenter, seperti laporan keuangan KSPPS Kospin Syariah 
Karanganyar, dan dokumen/arsip lainnya. 
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu 
dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk 
kalimat perkalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari 
jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu 
kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, 
diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.
29
 
Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan 
proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: 
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(1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta 
menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data adalah suatu komponen 
proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung 
terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Proses analisis data sudah 
berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja 
konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan 
penelitian.
30
 
 Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang 
memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan 
kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, 
akan bisa dipahami dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu 
analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam 
melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling 
berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus didalam 
proses pelaksanaan pengumpulan data.
 31
   
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan hukum terdiri atas 5 (lima) Bab yang disusun 
secara sistematis, diamana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang 
dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi 
penulisan hukum. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut : 
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Dalam bab I pendahuluan ini menyantumkan tentang latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II mengenai Tinjauan pustaka yang didalamnya menyantumkan 
tentang tinjauan umum mengenai koperasi syariah, pengertian koperasi 
syariah, landasan koperasi syariah, produk koperasi syariah. Tinjauan umum 
mengenai bunga bank, perlakuan lembaga keuangan syariah terhadap bunga 
bank dan teori untuk membedah persoalan teori tentang darurat tentang riba, 
apakah bunga itu riba. 
Bab III berisi gambaran lokasi penelitian yang menggambarkan sejarah 
dan latar belakang KSPPS Kospin Syariah harjosari karanganyar, struktur 
organisasi, produk pembiayaan dan penghimpunan dana, dan sistem bagi 
hasil. 
Dalam bab IV ini penulis memaparkan hasil penelitian dan membahas 
mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi KSPPS Kospin Syariah 
karanganyar memilih bekerja sama dengan bank BRI Konvensional. 
Selanjutnya dipaparkan pengelolaan bunga yang diperoleh dari kerja sama 
dengan bank BRI Konvensional di KSPPS Kospin Syariah Harjosari. 
Bab V sebagai penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 
TINJAUAN TENTANG BUNGA, RIBA DAN FATWA  
A. Konsep Dasar Koperasi  Syariah 
1. Pengertian Koperasi Syariah 
Pengertian koperasi menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 25 tahun 
1992 tentang Koperasi dinyatakan bahwa koperasi adalah organisasi badan 
usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, 
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus 
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 
Bapak Koperasi Muhammad Hatta mendefinisikan koperasi adalah usaha 
bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan 
tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh 
keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan, “Seorang buat semua 
dan semua buat seorang”.1 
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi 
merupakan suatu organisasi atau badan usaha yang memiliki badan hukum 
yang didirikan atas dasar kesamaan tujuan yaitu kesejahteraan anggota, 
yang bersifat terbuka dan dalam pelaksanaanya anggota koperasi berperan 
sebagai pemilik dan pengguna. Perlu kita sadari pula bahwa koperasi 
bukan sekedar perkumpulan modal saja, tetapi merupakan perkumpulan 
orang-orang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan 
berdasar atas asas kekeluargaan. 
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 Arifin Sito dan Halomoan Tamba, Koperasi Teori dan Praktek, (Jakarta: Erlangga, 
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Koperasi Syariah adalah sebuah konversi dari koperasi konvensional 
melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan 
ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.
2
 Koperasi 
Syariah atau yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) 
adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, 
investasi, dan simpanan sesuai pola syariah.
3
 
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi 
syariah adalah badan usaha koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip 
syariah, memiliki aturan sama dengan koperasi umum. Namun, dibedakan 
dengan produk-produk yang ada dikoperasi umum diganti dan disesuaikan 
nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama islam. Koperasi 
Syariah merupakan sebuah konversi dari konvensional melalui pendekatan 
yang sesuai dengan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan 
para sahabatnya. 
2. Landasan Hukum Koperasi Syariah  
Koperasi syariah berlandaskan syariah islam yaitu Al-Wura>n dan As-
Sunna>h} dengan saling tolong menolong (ta’awun) dan saling menguatkan 
(takaful). Menurut Al-Qur‟an dalam surat Al-Maidah Ayat 2: 
 … ِناَوْدُعْلاَو ِْثِْلإا ىَلَع ْاُونَواَع َت َلاَو ىَوْق َّ تلاَو ِّبِْلا ىَلَع ْاُونَواَع َتَو … : ةدئالما(2) 
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Artinya : "… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran…"4 
Berdasarkan pada ayat Al-Qur‟an diatas kiranya dapat dipahami 
bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan 
oleh Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerjasama, dan saling 
menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong-menolong kebajikan 
adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna. 
Secara riil, ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur 
tentang koperasi syariah, yaitu: 
a. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. 
b. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan 
kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. 
c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 91 tahun 2004 
tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan 
syariah. 
d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 35 tahun 
2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan 
syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi. 
e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 19 tahun 
2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah 
dan unit jasa keuangan syariah koperasi. 
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f. Peraturan Menteri Negara Koperasidan UKM RI nomor 4 tahun 2012 
tentang pedoman umum akuntansi koperasi. 
3. Tujuan dan Fungsi Koperasi Syariah 
Tujuan dari sistem koperasi syariah adalah:
5
 
1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral 
Islam. 
2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota 
3) Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama 
anggota berdasarkan kontribusinya.  
4) Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan 
pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk 
kepada Allah. 
Berdasarkan uraian diatas, koperasi memiliki tujuan untuk 
mensejahterakan para anggotanya dan mendapatkan keuntungan bagi 
usahanya. Kedua tujuan tersebut merupakan tujuan sosial dan ekonomi 
yang hendak dicapai oleh sebuah badan usaha koperasi. 
Berdasarkan peran dan fungsinya maka, Koperasi Syariah memiliki 
fungsi sebagai berikut: 
6
 
a. Sebagai Manajer Investasi,  koperasi syariah dapat memerankan 
peranya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik 
dana. Koperasi syariah akan menyalurkan dana calon atau anggota 
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yang berhak mendapatkan dana atau bias juga kepada calon atau 
anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.  
b. Fungsi Sosial, koperasi syariah memeberikan pelayanan sosial baik 
kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada mayarakat 
dhu’afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat 
(emergency loan) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan 
pengembalian pokok(Al Qard) yang sumber dananya berasal dari 
modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak 
dibebankan bunga dan sebagainya seperti dikoperasi konvensional. 
4. Produk Koperasi Syariah 
Sumber dana KSPPS antara lain berasal dari dana masyarakat, 
simpanan biasa, simpanan berjangka atau deposito, serta melalui kereja 
sama antar institusi. Berdasarkan fungsi dan jenis dana yang dikelola 
oleh KSPPS, terdapat dua tugas penting KSPPS, diantaranya sebagai 
berikut:
7
 
a.  Pengumpulan Dana KSPPS 
Pengumpulan dana KSPPS dilakukan melalui bentuk 
simpanan tabungan dan deposito. Adapun akad yang mendasari 
berlakunya simpanan terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat 
tertentu dalam penyertaan dan penarikannya, yakni: 
1) Simpanan Wa’diah, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat 
ditarik pemilik atau anggota dengan mengeluarkan semacam 
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surat berharga pemindah bukuan atau transfer dan perintah 
membayar lainnya. Simpanan yang berakad wadi>ah ada dua 
macam, yakni Wadi>ah yad amanah}, yaitu titipan dana zakat, 
infak dan shadaqah dan Wadia>h yad dhamanah}, yaitu titipan 
yang akan mendapat bonus dari pihak bank syariah jika bank 
syariah mengalami keuntungan. 
2) Simpanan Mudhara>bah} , adalah simpanan pemilik dana yang 
penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan 
perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Simpanan 
Mudhara>bah} tidak memberikan bunga tetapi diberikan bagi 
hasil. Jenis simpanan yang berakad mudharabah dapat 
dikembangkan dalam berbagai variasi simpanan.  
B. Konsep Dasar Bunga Bank  
1. Pengertian Bunga bank  
Bunga adalah suatu jumlah ganti kerugian balas jasa atas penggunaan 
uang oleh nasabah. Dan bunga pada dasarnya mempunyai dua pengertian 
sesuai peninjauannya.  
a. Bagi Bank : bunga adalah suatu pendapatan atau suatu keuntungan 
atas peminjaman uang oleh pengusaha atau nasabah 
b. Bagi pengusaha : bunga dianggap sebagai ongkos produksi atau biaya 
modal.
8
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Bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Secara istilah 
dinyatakan bahwa bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang 
biasanya dinyatakan dan presentase dari uang yang dipinjamkan. Dan 
pendapat lain menyatakan: “interest” yaitu sejumlah uang yang dibayar 
atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya 
dinyatakan dengan suatu tingkat/presentase modal yang bersangkut paut 
dengan itu yang dinamakan suku bunga moodal.
9
 
2. Macam-macam bunga  
Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang 
diberikan kepada nasabahnya yaitu:  
a. Bunga simpanan  
Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai 
rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya 
dibank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank 
kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan 
bunga deposito.  
b. Bunga pinjaman 
Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para 
peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam 
kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit  
  Kedua macam bunga ini merupakan komponen faktor pembiayaan dan 
pendapatan bagi bank konvensional. Bunga ini merupakan biaya dana yag 
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harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan 
pendapatan yang diterima nasabah, baik bunga bank maupun bunga simpanan 
masing masing mempengaruhi satu sama lain. Sebagai contoh  seandainya 
bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga 
terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.
10
 
3. Pendapat ulama tentang bunga dan riba  
Majelis tarjih sidoarjo (1968) memutuskan  
a) Riba hukumnya haram dengan nash sharih al-Quran dan Al-sunnah 
b) Bank dengan system riba hukumnya haram dan bank dengan tanpa  
riba hukumnya halal  
c) Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para 
nasabahnya atau sebaliknya, yang selama ini berlaku termasuk 
perkara mustabiyat 
d) Menyarankan kepada pemimpin pusat Muhammadiyah untuk 
mengusahakan terwujudnya konsepsi system ekonomi, khususnya 
lembaga perbankan yang sesuai kaidah Islam. 
11
 
Terdapat alasan mengapa bank perlu membayar bunga kepada 
pemilik dana 
1) Dengan menyimpan uang dibank penabung telah 
mengorbankan kesempatan dan keuntungan yang mungkin 
diperoleh dari pemakai dana itu. 
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2) Menyimpan uang dibank berarti penabung telah mengorbankan 
kesempatan pemakai dana untuk keperluan konsumsi 
3) Faktor inflasi perlu menjadi pertimbangan perlunya imbalan 
kepada penabung. 
C. Fatwa MUI tentang Bunga Bank 
1. Fatwa MUI No 1 Tahun 2004  
Fatwa dewan syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) tahun 2000 yang menyatakan baha bunga tidak sesuai syariat. 
Penetapan hukum bunga, praktik pembungaaan uang saat ini telah 
memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW yakni 
riba nasiah. Dengan demikian praktik pembungan termasuk salah satu riba 
dan riba haram hukumnya, praktik pembuangaan tersebut hukunya adalah 
haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, 
koperasi dan lembaga keuangan lainya maupun dilakukan oleh individu.
12
 
Dalam penetapan bunga bank itu sendiri para ulama yang bergabung 
dalam Majelis Ulama Indonesia menggunakan beberapa sumber hukum 
Islam sebagai acuan dalam menetapkan hukum bunga bank, antara lain al-
Quran, dalam al-Quran memang tidak ada ayat yang mengatakan bahwa 
bunga bank haram, akan tetapi karena unsur-unsur bunga bank sama 
dengan riba maka haram. Yang kedua, al-Hadist, dan yang ketiga adalah 
Ijma (kesepakatan para ulama) dan yang keempat qiyas, hukum bunga 
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bank haram, karena illat bunga disamakan dengan riba, yaitu adanya 
tambahan dari harga pokok. 
13
 
Hukum bunga bank itu sendiri oleh Majelis Ulama Indonesia 
membedakannya menjadi dua bagian, yang pertama menjadi mutlak alias 
haram bagi seseorang yang masih menyimpan dana nya dibank 
konvensional jika tempat dimana dia berdomisili telah ada bank syariah 
nya. Tetapi kedua, jika belum tersedia bank-bank syariah masih dianggap 
darurat alias kasus pengecualian dan penerapannya pun menurut MUI 
sendiri masih harus terus bertahap sambil menunggu kesiapan bank 
syariah itu sendiri.
14
 
D. Konsep Dasar Riba  
1. Pengertian Riba 
Riba secara etimologi bermakna ziyadah(tambahan). Secara linguistik, 
riba mempunyai arti tumbuh dan membesar. Adapun secara terminologi 
terdapat beberapa definisi riba dari para ulama sebagai berikut.  
a. Imam Sarakhsi dari Mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai 
tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 
(pasdanan) yang dibenarkan oleh syariat islam atas penambahan 
tersebut. 
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b. Imam Nawawi mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta 
pokok karena adanya unsur waktu. 
15
 
Jika digabungkan menjadi satu kalimat maka pengertian riba 
mencangkup yaitu pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli 
maupun pinjam meminjam secara batil atau yang bertentangan dengan 
prinsip muamalah dalam islam  
2. Macam-macam Riba  
Diharamkannya riba pada umumya karena ada tambahan yang 
bersifat dzalim lagi pemerasan. Dalam hal ini riba tidak satu macam akan 
tetapi terbagi atas 4 bagian  
a. Riba Fadli, yaitu menjual barang yang sejenis dengan memakai 
tambahan pada salah satu tukaran barang tersebut. 
b. Riba yadi, yaitu menjual dua barang riba yang berbeda jenis nya dengan 
syarat mengakhirkan penerimaan barangnya dari tempat akad. 
c. Riba Nasi}ah, yaitu menjual dua barang riba yang berbeda jenisnya 
dengan syarat mengakhiri penerimaan barangnya dalam batas waktu 
tertentu, sekalipun sebentar. 
d. Riba Qardhi, yaitu setiap pinjaman yang diambil manfaatnya oleh orang 
yang meminjamkan.
16
 
Dengan demikian, riba yang dibicarakan dalam bab ini adalah 
kegiatan pembungaan uang dalam berbagai bentuk yang menurut 
pemahaman ulama tafsir dan fiqh hukumnya haram. 
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3. Larangan Riba dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadist 
Larangan supaya umat islam tidak melibatkan diri dengan riba 
bersumber dari surat dalam Al-Qur‟an dan hadist rasululloh SAW dan 
berikut larangan riba dalam Al-Qur‟an  
Larangan menurutAl-Qur‟an surat Al Baqarah: 275 dan 276  
َأي َنيِذَّلٱ وُق َي اَمَك َّلاِإ َنوُموُق َي َلا ْاٰو َبِّرلٱ َنوُلُك مُهَّ َنِأب َكِل َٰذ ِّسَ
لمٱ َنِم ُنَٰطي َّشلٱ ُُوطَّبَخَت َي يِذَّلٱ ُم
ثِم ُعيَبلٱ َا َّنَِّإ ْاوُلَاق ُل  ُهَءاَج نَمَف ْاٰو َبِّرلٱ َمَّرَحَو َعيَبلٱ ُوَّللٱ َّلَحَأَو ْاٰو َبِّرلٱۥ  وَم َةظِعن ِّم  ِوِّبَّرۦ  ُوَل َف ٰىَه َتنَٱفۥ 
 َو َفَلَس اَم ُُهرَمأ ۥٓ  َنوُدِل َٰخ اَهيِف مُى ِراَّنلٱ ُب َٰحصَأ َكِئَٰلْوَُأف َداَع نَمَو ِوَّللٱ َلَِإ٥٧٢  َي ُوَّللٱ ُقَح 
 ِت َٰقَدَّصلٱ بُِريَو ْاٰو َبِّرلٱ  ٍمِيَثأ ٍرا َّفَك َّلُك ُّب ُِيُ َلا ُوَّللٱَو٥٧٢  
 “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melaikan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba. Orang orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanya, 
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusan nya (terserah) 
kepada allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang  itu 
adalah penghuni neraka mereka kekal didalamnya (275). Allah 
memusnakan riba dan menyuburkan sedekah. Dan allah tidak menyukai 
setiap orang yang tetap dalam kakafiran dan selalu berbuat dosa (276). 
17
 
 
Dalam ayat diatas ditekankan bahwa riba akan menghancurkan 
kesejahteraan bangsa. Dalam firmanya allah memerintahkan agarumatnya 
menjauhi riba dan praktik yang sejenisnya, karena riba akan berdampak 
yang mengakibatkan kesengsaraan baik dunia maupun akhirat. 
4. Larangan Riba menurut As-Sunnah  
Larangan riba juga dapat ditemukan dalam hadist Rasulullah SAW. 
Dalam hadist juga dijelaskan secara gamblang larangan riba bagi umat 
islam.  
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Beberapa hadist tentang riba antara lain: 
a. Rasulullah SAW telah mengutuk, baik bagi pembayar maupun 
penerima riba (HR. Aun Ibn Hanifah yang meriwayatkan dari 
ayahnya). 
b. Rasulullah SAW mengutuk orang orang yang menerima dan 
memberi riba, orang yang mencatatkan urusan riba, dan menjadi 
sanksi dan selanjutnya beliau mengatakan bahwa mereka semua 
sama (dalam melakukan perbuatan dosa). (HR. Abdullah Ibnu 
Mas‟ud). 
c. Dalam menunaikan haji yang terakhir, Rasulullah bersabda yang 
maksudnya: 
“segala bentuk riba adalah diharamkan, sesungguhnya modal 
yang kamu miliki adalah untukmu, kamu tidak akan dianiaya 
yang tidak akan menganiayanya. Allah telah menurunkan 
perintahnya bahwa riba diharamkan sama sekali. bermula dengan 
(jumlah) bunga (yang dipinjamkan kepada banyak orang) dari 
Abbas membatalkan semuanya “selanjutnya beliau atas nama 
pamanya” Abbas, telah membatalkan seluruh total bunga 
terhadap pinjaman modal”. 18 
A. Teori darurat 
Sesuai dengan kaidah ushuliyah dan fiqhyah yang berbunyi:  
اىردقب رّدقي ةرورضلل حيباام 
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“apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar 
kemadlaratanya” 19 
Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena darurat adalah 
untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya. Bukan selain ini. Darurat, 
yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang 
dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan kehidupan 
manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi 
semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atas dilarang, seperti 
memakai sutra bagi laki laki yang telanjang dan sebagainya..
20
 
Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu krena darurat adalah 
untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya. Bukan selain ini. Dalam 
kaitan Dr. Wabbah az Zuhaili membagi pentingnya manusia akan sesuatu 
dengan 5 klasifikasi, yaitu:  
1) Darurat, yaitu kepentingan manusia yang di perbolehkan 
menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu 
menempati puncak kepentingan kehidupan manusi, bila tidak 
dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini 
memperbolehkan segala yang diharamkan atas dilarang, seperti 
memakai sutra bagi laki laki yang telanjang dan sebagainya. 
2) Hajah, yaitu kepentinga manusia akan sesuatu yang bila tidak 
dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakaan. 
Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya 
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seseorang yang mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka 
dengan makanan halal, bukan makanan haram. 
3) Manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan 
yang layak. Maka hukum di terapkan menurut apa adaya karena 
sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya makanan 
pokok seperti beras, sayuran,laik dan sebagainya.  
4) Fadlu, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih 
lebihan yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan dan 
keharaman.
21
 
B. istih}sa>n  
1. Pengertian Istih}sa>n dan Pembaruan Hukum 
Istih}sa>n secara etimologi merupakan masdar yang berarti   
menganggap  baik sesuatu,
22
  atau  mengira  sesuatu  itu baik,  abu hanifah 
tetap menggunakan  arti lughawi sebagai dasar pemakaian  Istih}sa>n yaitu 
ستحسنا  (astahsin)   berarti  saya  menganggap  baik. Arti lain dari Istih}sa>n 
adalah  mengikuti  sesuatu  yang lebih baik atau mencari  yang lebih baik 
untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.
23
 
Dari   pengertian   secara   etimologi   tersebut,   maka   tergambar   
adanya seseorang yang telah menghadapi  dua hal yang keduanya  baik, 
akan tetapi ada hal yang  mendorongnya  untuk  meninggalkan  satu  di  
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antaranya  dan  menetapkan  untuk diambil yang satunya karena dianggap 
lebih baik untuk diamalkan 
Adapun   pengertian   Istih}sa>n menurut   istilah,   ada   beberapa   
definisi   yang dirumuskan oleh beberapa ahli ushul: 
1. Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak terjadi 
terjadi perdebatan karena kedua qiyas harus didahulukan. Sedangkan 
definisi  kedua  ada  pihak  yang  menolaknya.  Alasannya,  apabila  
dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti 
pada masa Nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari nabi 
atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya,  baik dalam 
bentuk nash maupun ijma‟. Dalam bentuk seperti ini adat harus  
diamalkan  secara  pasti.  Namun  bila  tidak  terbukti  kebenarannya,  
maka  cara tersebut tertolak secara pasti
24
 
2. Istilah  Istih}sa>n dikalangan  Ulama  Hanafiyah  sebagaimana   yang  
dikutip oleh al-Sarkhasi, diadakan pendalaman terhadap dalil itu maka   
diadakan penelitian  yang mendalam  terhadap  dalil itu dalam hukum 
yang berlaku  dan dasar-dasar yang sama dengan yang menyalahi 
qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.
25
 
3. Istih}sa>n menurut ulama Malikiyah di antaranya sebagaimana yang 
dikemukakan oleh oleh al-Syatibi lstihsan dalam Mazhab Malik 
adalah menggunakan  kemaslahatan  yang bersifat juz‟i sebagai 
pengganti dalil yang bersifat kulli. Dari  definisi  diatas  mengandung 
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arti  bahwa seorang mujtahid  semestinya menetapkan  hukum  dengan  
berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun 
karena dalam keadaan tertentu mujtahid melihat karena adanya 
kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan hukum 
tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan  
kemaslahatan  atau kepentingan   yang bersifat khusus.
26
 
  Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh ulama, maka   
dapat ditemukan esensi Istih}sa>n ada dua:
27
 
1. Mentarjih qiyas khafi dari pada khiyas karena ada dalil yang 
mendukungnya. 
2.  Memberlakukan   pengecualian   hukum   juz‟iyah   daripada   hukum   
kulli atau kaidah umum, didasarkan pada dalil khusus yang 
mendukungnya. 
  Meskipun definisi di atas cukup beragam, namun ada kesamaan 
kesamaan yang  dapat  kita  tarik  benang  merah,  bahwa  Istih}sa>n  adalah 
meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara' dan 
menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat 
menurut jiwa orang yang melakukan  ijtihad.  Baik dengan cara  
meninggalkan  qiyas  jali  dan  mengambil  qiyas  khafi sebagai sandaran  
hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil 
permasalahan yang sifatnya juz‟i dari  permasalahan  yang  sifatnya  kulli. 
Oleh  karena  itu jelaslah  bahwa  istihsan  tetap dibangun berdasarkan dalil-
                                                          
26
 Ibid.,hlm. 307 
27
 Nasreon Harun, Ushul Fiqh 1 (cet 1; Jakarta; Logos, 1996), hlm. 105.  
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dalil yang kuat, bukan berdasarkan hawa nafsu belaka. Sedangkan  definisi  
pembaharuan  seperti  dalam  literatur  kontemporer, kata "pembaruan" silih 
berganti dipergunakan dengan kata reformasi,  modernisasi,  reaktualisasi, 
dekonstruksi, tarjih, islah dan tajdid. Di antara kata-kata tersebut yang 
paling sering digunakan adalah   kata   reformasi,   islah   dan   tajdid.    
Reformasi  berasal dari Bahasa Inggris "reformation" yang berarti  
membentuk  atau  menyusun  kembali.
28
 Reformasi  sama artinya dengan 
memperbarui, asal kata "baru" dengan arti memperbaiki supaya menjadi 
baru atau mengganti dengan yang baru, menggantikan atau menjadikan 
baru, atau proses pembuatan,  cara memperbarui proses  pembangunan  adat 
istiadat atau cara hidup yang baru. Tajdid  mengandung    arti    membangun 
kembali, menghdupkan kembali,  menyusun kembali atau memperbaiki agar 
dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapka. Sedangkan kata islah 
mengandung arti perbaikan atau memperbaiki. Dalam sejarah 
perkembangan pemikiran Islam kata islah dan tajdid sering dipakai secara 
berdampingan dengan arti yang sama adalah "pembaruan
29
. Bustami 
Muhammad Saad, mengemukakan bahwa kata tajdid adalah lebih tepat 
digunakan untuk membahas  tentang pembaruan  hukum, sebab kata tajdid 
mempunyai  arti pembaruan.  Sedangkan  kata islah  meskipun sering 
digunakan  secara berdampingan tetapi lebih dekat pengertiannya kepada 
“pemurnian. 
                                                          
28
 John M. Echol Dan Hasan Saily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta; Gramedia, 2000), 
Hlm. 473.  
29
 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta; Raja Grafindo, 2007), 
Hlm. 146.  
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2. Hakikat Istih}sa>n 
  Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan Istih}sa>n 
sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Diantara ulama yang 
paling santer dalam membeli dan mengamalkan  istihsan sebagai hujjah  
adalah ulama Mazhab Hanafi. Ditambah sebagian ulama-ulama lainnya  
dari  Madzhab  Maliki  dan  Hanbali. Hanya saja, ulama Mazhab Syafi'i 
memiliki pandangan yang berbeda dalam memposisikan Istih}sa>n sebagai 
dalil pokok dalam pengambilan hukum. Sebenarnya tidak ada perbedaan 
yang signifikan antara pandangan ulama yang membela dan mendukung 
Istih}sa>n dengan ulama yang menentang Istih}sa>n. Mereka tidak berselisih 
dalam penggunaan lafaz Istih}sa>n, karena kata yang mengandung makna 
hasan (baik) itu terdapat dalam teks Al-qur‟an dan sunnah.30 
3. Pembagian Istih}sa>n 
  Abdul Karim Zaidan dalam bukunya  Al-Wajiz fi Ushul  Fiqh,  
membagi istihsan kepada dua segi. Pertama, Istih}sa>n dipandang dari segi 
pemindahan hukumnya, yang kedua, Istih}sa>n dipandang dari sandaran  
dalilnya.
31
 Adapun  istihsan  dari segi pemindahan hukum, terbagi menjadi 
dua bagian : 
1. Istih}sa>n dengan cara peindahan hukum   kulli   kepada hukum juz‟i.  
Contohnya: dalam hukum syara seseorang tidak boleh melakukan 
hukum jual beli dengan barang yang belum ada ketika 
                                                          
30
 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya (Semarang; Toh Putra, 
2002)Hlm, 661.  
31
 Abdul Karim Zaidan, Al-Jiz Fi Ushul Fiqh (Beirut; Mu;Assasah Risalah, 2002), Hlm. 
230.  
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dilangsungkannya  akad  jual  beli.  Aturan  ini  berlaku  untuk  seluruh  
jenis transaksi jual beli.  Kana jual beli tanpa  barang ketika akad 
berlangsung maka  akad tersebut menjadi rusak.  Inilah yang disebut 
dengan hukum kulli. 
 Kemudian, syariat memberikan keringanan dan pengecualian 
kepada pembelian barang dengan uang tunai tapi barangnya dikirim  
kemudian dengan waktu dan  jenis barang  yang telah  ditentukan  (jual-
beli  salam). Jual beli ini dilakukan karena  telah  menjadi kebiasaan di 
masyarakat, juga jual beli untuk mempermudah bagi para penjual yang 
tidak memiliki modal. Pengecualian atau keringanan ini dinamakan  
dengan pemindahan  hukum kulli kepada hukum juz'i. 
2. Istih}sa>n dengan cara pemindahan  dari qiyas  jali  kepada qiyas khafi, 
karena ada dalil yang mengharuskan pemindahan itu. Contoh, menurut 
Mazhab Hanafi, sisa minum burung buas seperti burung elang dan 
gagak adalah suci dan halal diminum. Penghalalan ini ditetapkan 
berdasarkan Istih}sa>n. Menurut qiyas jali, meminum sisa minuman 
binatang buas seperti anjing dan burung buas adalah haram, karena   
binatang tersebut langsung minum dengan lisannya yang diqiyaskan  
kepada  dagingnya.  Menurut  Istih}sa>n,  berbeda  antara mulut  binatang 
buas dengan burung buas tadi. Kalau binatang buas langsung minum 
dengan mulutnya, sedangkan burung buas minum melalui paruhnya   
yang bukan merupakan najis. Karena itu mulut burung buas tadi tidak  
bertemu dengan dagingnya yang haram dimakan. Dari perbedaan antara 
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binatang buas dan burung buas, maka ditetapkanlah perpindahan qiyas 
jali  kepada qiyas khafi. 
  Istih}sa>n dipandang dari seqi sandaran dalilnya, dibagi menjadi beberapa 
macam yaitu: 
1. Istih}sa>n yang disandarkan kepada teks Al-qur‟an atau hadits yang 
lebih kuat.Seperti jual beli salam yang telah penulis bahas. 
2.  Istih}sa>n yang disandarkan kepada ijma'. Contoh, bolehnya   
mengambil upah dari orang yang masuk WC. Menurut kaidah umum,  
seorang mengambil upah tersebut, karena tidak bisa diketahui dan 
dipastikan berapa lama si pengguna berada di dalam WC, juga tidak 
bisa diketahui seberapa banyak menggunakan air di dalam WC. Tetapi 
berdasarkan Istih}sa>n,  diperboehkan petugas mengambil upah,  karena 
sudah membantu menghilangkan kesulitan orang, juga sudah menjadi  
kebiasaan  dan tidak ada penolakan dari seorang pun sehingga menjadi 
ijma'. 
3. Istih}sa>n yang  disandarkan   kepada   adat kebiasaan  („urf).   Seperti   
pendapat sebagian ulama yang  membolehkan  wakaf  dengan  barang-
barang  yang bergerak, seperti mewakafkan buku, mobil dan barang-
barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-
barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan. Kemudian 
ulama membolehkan wakaf  dengan  barang-barang  yang bergerak 
tadi karena sudah  menjadi adat („urf) di lingkungan tersebut. 
22 
 
4. Istih}sa>n yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat. Seperti, 
membersihkan sumur yang terkena najis, hanya dengan menggambil  
sebagian air dari sumur itu. Menurut qiyas, air sumur tersebut tidak 
bisa dibersihkan lagi, karena alat untuk membersihkan air itu sudah  
kena najis, dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut istihsan, 
air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebagian airnya saja.  
Karena mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi kesucian 
sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat, yang bertujuan untuk 
mempermudah kegiatan manusia. Selain itu juga dalam ayat Alqur‟an  
sudah disebutkan bahwa agama itu bukan untuk menyusahkan 
manusia.  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM KSPPS KOSPIN SYARIAH DAN PENGELOLAAN 
BUNGA HASIL DARI PENEMPATAN DANA DI BRI 
 
A. Gambaran Umum KSPPS kospin syariah Harjosari Karanganyar 
1. Sejarah berdiri 
  Sebagai sebuah lembaga koperasi yang telah berdiri sejak tahun 
1973, Koperasi Simpan Pinjam JASA telah membuktikan kepada 
masyarakat, bahwa melalui fokus usaha layanan pada simpanan dan 
pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam JASA mampu berkiprah dalam ikut 
serta mengembangkan usaha anggota dan masyarakat secara luas. 
  Dengan fokus usaha pada penghimpunan dana berupa simpanan 
dari anggota dan calon anggota untuk kemudian disalurkan kembali 
dalam bentuk pinjaman kepada anggota/calon anggota secara luas, telah 
menjadikan Koperasi Simpan Pinjam JASA, sebagai sebuah lembaga 
keuangan terpercaya pilihan masyarakat. Bahkan saat ini dengan 
jaringan anggota dan mitra usaha yang tersebar diberbagai wilayah 
Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Yogyakarta dan Jawa 
Timur, Koperasi Simpan Pinjam JASA telah mampu menjadi bagian 
bagian kekuatan ekonomi masyarakat yang patut diperhitungkan dalam 
perekonomian nasional. 
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 Kini, dengan semakin tumbuh dan berkembangnya lembaga 
keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pola syariah di 
Indonesia, dan adanya rekomendasi dari Rapat Anggota  
 Pada tahun 2004 yang mengamanatkan kepada Koperasi Simpan 
Pinjam JASA untuk membuka layanan keuangan yang berdasarkan 
pada prinsip syariah, serta adanya kecenderungan kebutuhan 
masyarakat terhadap pelayanan pendanaan (simpanan) dan pembiayaan 
(pinjaman) yang berdasarkan pada pola syariah, maka Koperasi Simpan 
Pinjam JASA, pada tanggal 17 Agustus 2004 meresmikan berdirinya 
kantor Kospin JASA Syariah. 
2. Visi dan Misi 
Sebagai bagian dari koperasi simpan pinjam JASA. Kospin 
JASA syariah dalam visi misi yang disandang dan misi yang diembanya 
adalah menjadi satu kesatuan, kospin JASA syariah merumuskan 
visinya untuk  
“Menjadi usaha koperasi yang mampu mendorong 
perkembangan usaha koperasi dan usaha kecil menengah melalui sistem 
keuangan sesuai prinsip syariah” 
“Bekerjasama memfasilitasi kegiatan usaha koperasi dan 
pengusaha kecil menengah guna meraih peluang pengembangan usaha 
melalui keunggulan jariangan uang berpola syariah” 
3. Struktur organisasi, tugas dan fungsi 
a. Rapat Anggota  
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Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan pertemuan pemilik 
(anggota) yang dilaksanakan secara demokratis, perlengkapan 
organisasi yang kekuasaan tertinggi Koperasi, yang berarti segala 
keputusan penting mengenai kehidupan koperasi ditentukan oleh 
para anggotanya. RAT diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 
satu Tahun, sebagai pertanggung jawaban pengurus kepada anggota. 
Berbagai kritikan, masukan ataupun usulan disampaikan anggota. 
Hal itersebut ada yang disampaikan secara tertulis mapun secara 
lisan, untuk pendapat yang disampaikan lewat tulisan yang 
sebagaimana tercantum biasana sudah dipersiapkan jawabanya oleh 
pengurus.  
b. Pengurus  
Pengeurus koperasi adalah orang orang yang dipilih untuk 
masa jabatan paling lama lima tahun sesuai anggaran koperasi . 
sepertiga anggota pengurus koperasi dapat dipilih dari orang-orang 
yang bukan anggota koperasi, sedangkan sisanya sebesar dua pertiga 
adalah berasal dari anggota koperasi, pengurus koperasi bertanggung 
jawab langsung kepada rapat anggota, tugas  dan kewajibanya adalah 
memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya dimuka 
luar pengadilan sesuai dengan rapat anggota antara lain susunan 
pengurus KSPPS Kospin Syariah terdiri dari ketua, sekertaris, 
manager, bendahara, DPS dan staf staf lainya. 
 
4 
 
c. Unit Usaha 
Unit usaha yang dikelola oleh KSPPS Kospin Syariah adalah 
jasa pembiayaan, simpanan dan simpanan berjangka. 
4. Produk-produk KSPPS Kospin Syariah 
Di KSPPS Kospin Syariah terdapat beberapa produk yaitu: 
a. Produk simpanan 
Produk simpanan ini terdiri dari empat produk yaitu: simpanan 
ummah, simpanan pendidikan, simpanan qurban dan hari raya, dan 
simpanan haji. Adapun produk simpanan di KSPPS Kospin Syariah 
Harjosari, karanganyar antara lain: 
1)  Simpanan Ummah, adalah simpanan berdasarkan prinsip 
Wadiah Yad Dhamanah yang tidak memberikan imbalan 
tetapi hanya berupa bonus;  
2) Simpanan Haji, adalah produk simpanan yang menjadi 
motivator untuk merealisasikan niatan nasabah untuk 
menunaikan haji. 
3) Simpanan Pendidikan, simpanan yang dapat menjadi uang 
tabungan siswa untuk melanjutkan pendidikan. 
4) Simpanan hari raya syariah, adalah simpanan yang dapat 
dimanfaatkan untuk hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha 
b. Produk pembiayaan 
Produk pembiayaan ini terdiri dari empat produk yaitu: 
pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah dan 
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pembiayaan one day service, pembiayaan qardul hasan berikut 
pengertianya. 
1) Pembiayaan Mudharabah, adalah akad kerjasama 
usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (shahibul 
maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana 
sebesar 100% dengan pihak pengelola modal 
(mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan 
akan dibagi bersama (nisbah) sesuai dengan 
kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak; 
2) Pembiayaan Murabahah, adalah pembiayaan 
pengadaan/jual beli barang pada harga asal (harga 
perolehan) dengan tambahan keuntungan (marjin) yang 
disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan 
Pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus 
memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan 
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai 
tambahannya 
3)  Pembiayaan One Day Service (ODS) yaitu pemberian 
pinjaman dengan proses cepat satu hari cair;  
4)  Pembiayaan qardul hasan, adalah pembiayaan yang 
ditujukan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial.  
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5. Kondisi Fisik dan Tata Ruang 
KSPPS Kospin Syariah Harjosari Karanganyar mempunyai letak 
yang strategis. Sesuai dengan pasarnya yaitu menjangkau usaha mikro 
maka kantor KSPPS terletak  di Jalan Lawu Timur Harjosari Popongan 
Karanganyar, yang hampir semua orang akan melalui depan kantor 
KSPPS Kospin Syariah sehingga mudah untuk diketahui  lokasinya. 
Kantor KSPPS Kospin Syariah Harjosari Karanganyar mempunyai 
halaman parkir yang sedang. Pintu terbuat dari teralis besi kemudian 
disekat lagi dengan kaca transparan yang membuat suasana didalam 
kantor menjadi lebih kondusif karena terpisah dengan keramaian jalan 
namun tetap bisa mengamati keadaan dari dalam  kantor. Tata ruang 
didalam kantor terbagi menjadi empat bagian utama yaitu meja Teller, 
meja Customer Service/informasi, ruang marketing dan ruangan 
manager. Ruangan Teller digunakan untuk menerima sirkulasi keluar 
dan masuk uang serta layanan yang lain sedangkan Customer Service 
digunakan untuk pelayanan kepada nasabah yang membutuhkan 
informasi produk dan proses pengikatan pembiayaan. Disebelah ruang 
Marketting juga dilengkapi dengan kamar mandi, Musolla dan taman. 
6. Alamat KSPPS Kospin Syariah cabang Harjosari Karanganyar 
Kantor Pusat: 
Jalan. Kapten Mulyadi No. 25 Karanganyar 
Kantor Cabang Harjosari: 
Jalan Lawu Harjosari, Popongan, Karanganyar 
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Telepon : (0271) 495295 
Fax : 0271 495418 
e-mail : Kospin_Syariah@yahoo.com 
web : www.syariah.kospinjasa.com  
Nomor badan Hukum : 465/BH/28.5.1/2004 
Tanggal badan Hukum : 19/01/2004 
Nomor Induk Koperasi : 331309020037 
KSPPS Kospin Syariah memiliki 10 cabang  
a Cabang Sukoharjo :  
Jl. Veteran No. 52 Sukoharjo 
b Cabang Gemolong :  
Jl. Sukowati Km. 01 Gemolong Sragen 
c. Cabang Muntilan :  
Jl. Pemuda Barat Ngadirejo Tamanggung Muntilan 
d. Cabang Tawangamangu :  
Jl Srikaton Km. 01 Tawangmangu Karanganyar 
e. Cabang Harjosari :  
Jl. Lawu Timur Harjosari popongan Karanganyar 
f. Cabang Capem Tawangsari : 
Jl. Raya tawangsari Km. 01 Tawangsari Sukoharjo 
g. Cabang Capem Jatipuro :  
Jl. Jatipuro Jatioso Karanganyar 
7. Struktur Organisasi KSPPS Kospin Syariah 
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8. Managemen 
Secara global yaitu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha 
bersama berdasarkan azas kekeluargaan untuk mencapai tujuan 
diperlukan suatu sistem manajemen yang baik, menejemen di KSPPS 
Kospin Syariah Harjosari, Karanganyar sudah bagus yaitu manager 
sudah dapat menjalankan prinsip perencanaan, pelaksanaan, 
Manajer Cabang 
 
Kasir/teller 
 
Costumer 
Service 
Staff 
Admin 
 
Marketing 
 
Cleaning 
service 
 
Manajer Cabang 
(Herry purwanto S. Kom) 
 
Kasir/Teller 
Megawati 
 
Costumer 
Service 
Hesty 
ratnasari 
Marketing 
1. Wahyu tri 
2. Sinta nurmala 
3. Hery  
4. Wulan  
Staff Admin 
Rina wati 
Cleaning service 
Tri wahyudi  
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pemantauan/monitoring, pengendalian dan evaluasi. Namun yang masih 
perlu diperhatikan adalah kurangnya SDM. Dimana manager juga 
melaksanakan tugas sebagai Teller dan CS. Namun hal ini tidak 
menjadi masalah ketika pengelola bisa menyiasati waktu agar semua 
pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. 
9. Marketing 
Marketing adalah ujung tombak yang menjadikan suatu 
perusahaan akan meraih kesuksesan atau kemunduran yang mempunyai 
tugas utama penjual produk atau jasa dari sebuah lembaga yang 
mempunyai target pasar sesuai yang telah ditentukan oleh lembaga atau 
perusahaan Secara global marketing di KSPPS Kospin Syariah sudah 
bagus. Hal ini dapat di ketahui dari anggota yang jumlahnya ditahun 
2017 di ketahui mencapai 1000 lebih nasabah. Pelayanan dapat 
dilakukan dikantor,  ataupun marketing jemput bola kerumah anggota 
dan sebagian juga ditoko, warung maupun kesekolah. Kemampuan skill 
marketing juga terus dilakukan melalui pelatihan dan atau ujian 
sehingga kualitas marketing meningkat. 
B. Praktek Pengelolaan Bunga Hasil Dari Penempatan Dana Di BRI 
Hasil  kunjungan wawancara dalam proses kegiatan pengumpulan 
dana yang dilakukan, KSPPS Kospin Syariah Harjosari, Karanganyar 
memiliki rekening tidak hanya dibank syariah saja melainkan bank 
konvensional juga, yaitu di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Alasan KSPPS 
Kospin Syariah memiliki rekening tabungan dibank konvensional adalah 
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karena lebih efisien, dan pada saat ada transaksi mengangsur pembiayaan 
nasabah lebih memilih transfer melalui rekening bank BRI, dari pada bank 
syariah, karena prosesnya yang lebih cepat dan Kemudahan transaksi dan 
keberadaan kantor cabang pembantu BRI yang lebih banyak pula. di 
wilayah berdirinya KSPPS kospin syariah keberadaan kantor cabang bank 
BRI cukup dekat dan mudah dijangkau, dalam hal ini bertujuan agar 
menghemat waktu, mempermudah dan mempercepat pengambilan dana 
yang di tabung di BRI. 
1
 
Dalam penempatan tabungan yang ada dikantor cabang BRI, KSPPS 
Kospin Syariah sendiri memiliki alasan mengapa menempatkan dana 
tersebut di BRI, karena lebih efisien dan beberapa nasabah kospin yang 
memilih menganggsur pembiayaan melalui transfer ke BRI dengan alasan 
lebih mudah. Dan dikarenakan KSPPS Kospin Syariah memiliki produk 
pembiayaan yang berupa simpanan ummah yaitu Simpanan Ummah, 
adalah simpanan berdasarkan prinsip Wadiah Yad Dhamanah yang tidak 
memberikan imbalan tetapi hanya berupa bonus yang tidak di perjanjikan, 
keuntungan simpanan ummah adalah bisa bertransaksi sesuai dengan 
keinginan anggota (tarik dan setor) dapat dilakukan sewaktu waktu. Dan 
produk pembiayaan yang berupa Pembiayaan One Day Service (ODS) 
yaitu pemberian pinjaman dengan proses cepat satu hari cair (dengan 
syarat dan ketentuan yang berlaku) dari sinilah KSPPS memberi alasan 
mengapa memilih menempatkan dana nya di BRI yang lebih efisien, dan 
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 Heri Purwanto, Manager kospin, Wawancara Pribadi, 26 april 2018, 09.00 WIB 
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sebagian nasabah kospin syariah memilih mentransfer angsuran 
pembiayaan lewat bank BRI. Pengambilan simpanan ummah yang dimiliki 
nasabah seringkali mengambil simpanannya secara mendadak, dan dana 
harus ada pada saat itu juga. Apabila KSSPS Kospin Syariah menepatkan 
dana nya di bank BRI syariah yang berlokasi diperbatasan Karanganyar 
dan Surakarta tentu saat pengambilan dana tersebut KSPPS Kospin 
Syariah harus menempuh jarak yang dirasa lumayan jauh yakni berkisar 
30 menit. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis jarak antara 
KSPPS kospin syariah harjosari dengan kantor cabang BRI sendiri 
berjarak 16 km, dan apabila anggota yang ingin mentransef pembiayaan 
nya apabila menggunakan jasa bank konvensional dikenakan cash yang 
lumayang besar yaitu Rp.7000 rupiah, sedangakan Kospin Syariah sendiri 
ingin memberikan pelayanan solusi dan kemudahan dalam berbagai 
kebutuhan.
2
 
Kebijakan KSPPS Kospin Syariah Harjosari, karanganyar dalam 
menempatkan dana tabungan di BRI yang menerapkan sistem bunga tentu 
berimplikasi pada munculnya dana non halal. Penerimaan bunga dari bank 
konvensional menurut prinsip syariah Islam adalah haram. Namun 
penerimaan dana tersebut memang sulit dihindari oleh KSPPS Kospin 
Syariah, yaitu untuk keperluan lalu lintas pembayaran, disisi lain dana non 
halal adalah dana yang jelas haram berdasarkan hukumnya, dalam 
mengelola dana non halal yaitu pendapatan bunga yang didapat oleh 
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KSPPS kospin syariah tentu KSPPS kospin syariah memisahkan dana non 
halal tersebut pada sebuah laporan yang terpisah, agar dana tersebut tidak 
tercampur, pemisahan dana non halal bertujuan untuk digunakan dan 
disalurkan sebagai dana sosial yaitu dimana dana tersebut digunakan untuk 
bersedekan dengan fakir miskin, perbaikan jalan, perbaikan saluran air dan 
fasilitas-fasilitas umum. 
3
 
Kospin syariah menyajikan dan menginformasikan mengenai 
pemisahan dana non halal setiap bulan, Kospin memberikan informasi 
mengenai besarnya jumlah dana non halal setiap bulan karena transaksi 
bersifat rutin, dana non halal yang disediakan selalu di keluarkan untuk 
kegiatan sosial yang dilakukan Kospin pada umumnya untuk dana sosial. 
Informasi dana non halal yang ada pada laporan tersebut harus di sajikan 
karena dana non halal merupakan dana yang terpisah dari dana yang lainya 
yang fungsi dan peruntukanya tidak digunakan pada kegiatan simpan 
pinjam. 
Jumlah nominal yang ditabung setiap periodenya tidak pasti dan 
perolehkan bunga pun dirasa itu sebagai data privasi oleh KSPPS kospin 
Syariah, sistem yang dipilih oleh KSPPS Kospin Syariah sendiri berbentuk 
tabungan. 
Adapun gambar rerangka koseptual adalah sebagai berikut untuk 
mengetahui alur pengelolaan bunga di KSPPS kospin syariah  
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Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank 
syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Dalam 
PSAK nomor 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan 
dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain 
penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. 
4
 
Pendapatan non halal sebenarnya bisa dihindari oleh kospin 
syariah, penerimaan non halalnya pada umumnya terjadi yang tidak 
diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang, tetapi untuk 
kelancaran lalu lintas pembayaran ini belum dapat dihindari maka dari itu 
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 Nur Hisamuddin dan Iva Hardianti Sholikha, “Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan 
Dana Non Halal pada Baznas dan PKPU Kabupaten Lumajang”, Jurnal Zakat dan Wakaf , 
(Jember), Jurusan Akuntansi FE UNEJ Jember Vol. 1, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 14. 
 
Pendapatan Non halal  
Dana  
Sosial  
sembako untuk fakir miskin, perbaikan jalan dan 
perbaikan fasilitas umum  
KSPPS kospin syariah 
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dana tersebut dibuatkan laporan  terpisah agar dana yang ada tidak 
tercampur dan selama dana itu benar digunakan untuk dana sosial dirasa 
tidak masalah karena mendatangkan manfaat bagi orang lain dari pada 
dana tersebut terdiam dibank dan disalah gunakan untuk pembangunan 
masjid dan sebagainya. Dalam pengawasanya dewan pengawas syariah di 
KSPPS Kospin Syariah mengawasi produk produk yang ada dalam KSPPS 
Kospin Syariah yaitu produk berprosentase pada pembiayaan dimana 
dalam hal ini pegawai cenderung untuk melakuakan hal yang dirasa 
seharusnya tidak dilakukan oleh pegawai pada sebuah lembaga. dalam hal 
ini dewan pengawas syariah mengawasi bagaimana dana non halal 
tersebut dikelola dan disalurkan sebagaimana mestinya. Meski demikian 
DPS selalu mengawasi semua informasi dan kebijakan-kebijakan mulai 
dari laporan keuangan, laporan dana terkait. 
Dana non halal disalurkan sesuai dengan peraturan yang ada, dana 
non halal yang ada diakumulasikan dengan periode periode sebelumnya 
yaitu di gunakan untuk pembelian sembako untuk fakir miskin,perbaikan 
jalan, dan perbaikan fasilitas umum lainya, menurut DPS keberadaan dana 
non halal belum bisa dihindari jika masih berhubungan dengan bank 
konvensional, menurut DPS terdapat cara untuk menghindari dana non 
halal yaitu jika tidak lagi menggunakan bank konvensional dana non halal 
15 
 
bisa dihindari, jika saja nasabah kospin syariah mengerti dan paham 
tentang fungsi dan kegunaan dari dana non halal tersebut. 
5
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BAB IV 
ANALISIS TERHADAP BUNGA YANG DIPEROLEH DARI 
KERJASAMA KSPPS KOSPIN SYARIAH HARJOSARI, 
KARANGANYAR DENGAN BRI 
 
Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai pendapatan dan  
pengelolaan bunga yang diperoleh dari penempatan dana di BRI, yang 
dikelola dan dimanfaatkan sebagai dana sosial oleh KSPPS Kospin Syariah, 
tinjauan diawali dari segi kesesuaian mengenai pengelolaan dana non halal 
dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga 
(Interest/Fa’idah), serta analisis dari segi teori darurat. 
A. Faktor yang Melatarbelakangi KSPPS kospin Syariah memilih 
menempatkan dana di BRI  dan Bunga yang diperoleh ditinjau dari 
Fatwa MUI No 1 tahun 2008 dan Teori Darurat 
Bunga yang didapat dari menabung ataupun meminjam di bank 
konvensional termasuk riba yang dilarang menurut syariat Islam. Dalam  
fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa praktik riba tidak 
boleh dipergunakan dalam semua transaksi ekonomi. Pada tanggal 16 
Desember 2003, Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia menetapkan fatwa 
bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga 
keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek bunga adalah 
haram. Namun, Islam memang agama yang sempurna dan universal, 
meskipun riba itu dilarang akan tetapi dalam kondisi darurat memungut hasil 
riba itu masih diperbolehkan.  
Hal ini sesuai dengan QS. Al An’am: 119. 
                        
                     
                
 “Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang 
disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah 
telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali 
apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan 
(dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa 
nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang 
lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.
1
  
 
  Penjelasan dari ayat tersebut adalah tidak ada larangan bagi kamu 
untuk memakan apa yang telah disebutkan dalam ayat tersebut, Allah telah 
menjelaskan kepadamu apa yang haram dimakan, dengan apa yang disukai 
hawa nafsu mereka di anataranya ialah menghalal kan bangkai dan lainya 
(tanpa pengetahuan) dan orang-orag yang melampaui batas perkara 
dihalalkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang 
Alasan KSPPS kospin syariah menempatkan dana di BRI karena lebih 
efisien, jaraknya yang dekat dengan kospin syariah, anggota kospin syariah 
lebih mudah ketika ingin melakukan pembayaran angsuran lewat transfer 
karena ATM/kantor cabang BRI yang banyak, begitu pula saat anggota 
menggambil simpanan secara mendadak, dan pihak kospin tidak cukup dana 
untuk pencairan saat itu, sehingga dengan adanya kantor BRI yang dekat 
dengan kospin sangat membantu baik untuk transaksi funding ataupun 
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Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama, 
1996), hlm.  104. 
finacing. Pihak kospin tidak meletakkan dana nya langsung di bank syariah 
karena letak wilayah mereka yang jauh  dari kospin, dan butuh waktu lama 
untuk sampai kesana. 
Kesesuaian dengan teori yang berbunyi  
اهردقب رّدقي ةرورضلل حيباام 
“apa yang diperbolehkan karena darurat maka diukur menurut kadar 
kemadlaratanya” 
 Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena darurat adalah 
untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya. Sedangakan darurat yang 
dimaksud yaitu, kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan 
sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan 
kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. 
Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atas dilarang, 
seperti memakai sutra bagi laki laki yang telanjang dan sebagainya 
 Penempatan dana yang dilakukan KSPPS kospin syariah sendiri belum 
sampai mengancam pada sebuah kerusakan, yang dimana apabila KSSPS 
kospin syariah tidak menempatkan dana di BRI kospin syariah tidak bisa 
beroperasi atau bangkrut, tetapi pada praktiknya di wilayah karanganyar 
sendiri sudah terdapat bank syariah, dan dari hasil penelitian yang dilakukan 
tingkat kedaruratan alasan KSPPS Kospin Syariah menempatkan dana diBRI 
kedalam teori darurat yaitu pada tingkatan fadlu, karena kebijakan 
penempatan dana menjadikan adanya bunga yang itu hukumnya adalah 
haram, darurat yang dimaksud kospin syariah adalah hanya ingin 
memfasilitasi dan mempermudah anggotanya dalam mentansfer pembiayaan 
serta transasksi masyarakat masih menggunakan bank konvensional dari pada 
bank syariah serta memberikan pelayanan solusi dan kemudahan dalam 
berbagai kebutuhan.  
Realitas yang ada di lapangan menunjukan bahwa keberadaan bank BRI 
syariah cabang pembantu sudah ada diwilayah karanganyar, yang terletak di 
Palur, karanganyar, pada putusan fatwa MUI  pada alenia ketiga yaitu 
bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional yang berbunyi 
pertama, untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan 
syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang 
didasarkan pada perhitungan bunga dan yang kedua, untuk wilayah yang 
belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah diperbolehkan 
melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasar 
prinsip darurat. 
 Hal tersebut menyatakan bahwa untuk wilayah yang sudah ada 
kantor/jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak 
dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga, 
dan pada prakteknya wilayah Karanganyar sendiri sudah ada kantor/jaringan  
keuangan syariah, walaupun jaraknya jauh dengan Kospin Syariah.  
B. Analisis terhadap pengelolaan  bunga yang sudah ada di KSPPS Kospin 
Syariah 
   Setelah penyusun mengadakan penelitian terhadap sumber tekstual 
dan di lapangan, dari sinilah penulis dapat menuliskan suatu permasalahan 
dalam skripsi untuk memberi solusi perolehan bunga yang sudah terlanjur ada  
pada KSPPS kospin syariah. 
1. Bunga hasil penempatan dana yang ada di BRI berdasarkan Fatwa MUI no 
1 Tahun 2004. 
  KSPPS Kospin Syariah Harjosari, Karanganyar menempatkan 
dana di BRI yang menerapkan sistem bunga. Penerimaan bunga dari bank 
konvensional menurut prinsip syariah Islam adalah haram kecuali dalam 
kondisi yang darurat. Bunga hasil penempatan dana dari BRI yang ada di 
KSPPS kospin syariah haram berdasarkan Fatwa MUI, praktik 
pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada 
zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasiah. Dengan demikian, praktik 
pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan hukumya haram 
baik dilakukan oleh bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan 
lemabaga keuangan lainya maupun individu.  
2. Pemanfaatan bunga yang ada di KSPPS Kospin Syariah  
 Penempatan dana di BRI  berimplikasi pada munculnya dana non 
halal yaitu yang berasal dari dari jasa bunga bank. Pendapatan bunga yang 
sudah terlanjur ada di KSPPS Kospin syariah, dibuatkan laporan terpisah 
dengan dana halal lainya, dalam hal ini kospin sangat berhati-hati dalam 
memisahkan dana yang halal dan non halal. Maka dari itu kospin berhati-
hati dalam penggunaan dana tersebut agar dana yang ada tidak tercampur 
dengan dana operasional yang ada di KSPPS kospin syariah. Dana non 
halal yang ada di Kospin Syariah diakuulasikan dengan dana non halal 
sebelumnya untuk digunakan sebagai dana ssial antara lain perbaikan 
jalan, pembelian sembako untuk fakir miskin dan perbaikan fasilitas 
umum. 
 Hasil wawancara yang dilakukan terhadap KSPPS kospin syariah 
penulis meklasifikasikan manfaat dan madharat apabila bunga tersebut 
diambil,  manfaat madharat apabila bunga tersebut tidak diambil, antara lain:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Penulis menganalisis dengan diambilnya bunga dari bank atau 
 
 
 
 
 
Manfaat dan madharat apabila 
bunga tersebut tersebut diambil 
Manfaat dan madharat apabila 
bunga tersebut tidak di ambil 
Manfaat 
1) Dana non halal yang diambil 
tersebut dapat digunakan 
untuk pembelian sembako, 
untuk fakir miskin 
2) Dana non halal tersebut dapat 
digunakan untuk perbaikan 
jalan  
3) Dana non halal tersebut dapat 
di gunakan sebagai perbaikan 
fasilitas umum 
Madharat 
1) Dan madharat apabila dana 
tersebut diambil termasuk 
dosa karena memakan harta 
yang haram. 
Manfaat 
1) Manfaat apabila bunga 
tersebut tidak diambil maka 
terhindar dari riba. 
Madharat 
1.) Membantunya meneruskan 
program-program yang 
termasuk dalam hal yang 
diharamkan. 
2.) Membantu kepada sesuatu 
yang haram yaitu 
kemaksiatan.  
3.) Madharat apabila dana 
tersebut tidak diambil sama 
saja dengan memperkuat 
keberadaan bank ribawi. 
 
 bunga ditinggalkan dan diserahkan ke bank dilihat dari aspek manfaat dan 
madharat dan penulis menyimpulkan bahwa manfaat dari diambilnya 
bunga hasil penempatan dana dibank BRI tersebut lebih besar dari pada 
madlaratnya, karena penyaluran dana non halal lebih utama dalam salah 
satu hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin dari pada membiarkannya 
berpindah ke tangan kaum kafir yang pada akhirnya akna mereka gunakan 
untuk bekerjasama dalam hal yang di haramkan oleh agama lebih berguna 
dan lebih jelas dana tersebut di gunakan untuk dana sosial. 
 Ditinjau dari manfaat haqiqi yaitu kegunaaan yang diperoleh dari 
suatu kegiatan, dimana kegiatan yang dimaksud adalah penempatan dana 
yang ada di BRI  yang berimplikasi pada munculnya dana non halal, dana 
yang sudah terlanjur ada dan perolehan dana non halal digunakan dalam 
bebagai bentuk kebaikan, yaitu sebagai sumbangan bagi fakir miskin, 
perbaikan jalan dan berbagai perbaikan fasilitas umum. 
a. Pengelolaan bunga berdasarkan prinsip Istihsan  
Bahwa meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh 
syara' dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok 
dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan  ijtihad.  Baik 
dengan cara  meninggalkan  qiyas  jali  dan  mengambil  qiyas  khafi 
sebagai sandaran  hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara 
mengambil permasalahan yang sifatnya juz’i dari  permasalahan  yang  
sifatnya  kulli. Oleh  karena  itu jelaslah  bahwa  istihsan  tetap 
dibangun berdasarkan dalil-dalil yang kuat, bukan berdasarkan hawa 
nafsu belaka. Bunga yang didapat dari menabung di BRI termasuk 
haram, tetapi bunga yang sudah terlanjur ada harus dikelola sebaik 
mungkin dan tidak menimbulkan dosa yang berlipat ganda pula 
apabila dimanfaatakan orang yang salah. Dengan memanfatkan dana 
tersebut sebagai dana sosial dimana dana tersebut tentunya bermanfaat 
bagi semua orang, yang berarti memanfaatkan dana tersebut untuk 
sebuah kebaikan karena itu lebih masuk akal  begitu pula berlaku 
umum karena bukan dirmanfaatkan oleh individu atau kelompok 
tertrntu saja, dan apabila dibandingkan jika dana tersebut dibiarkan 
saja yang lama kelamaan dana tersebut akan semakin banyak atau 
dengan cara membuang dan membakar dana tersebut yang sama saja 
dengan menyia-nyiakan harta.  
Adapun  istihsan  dari segi pemindahan hukum, terbagi 
menjadi dua bagian dan yang berlaku untuk menyelesaiakan 
permasalahan ini yaitu 2. Istihsan  dengan cara pemindahan  dari qiyas  
jali  kepada qiyas khafi, karena ada dalil yang mengharuskan 
pemindahan itu. Jadi dimanapun bunga itu tetap haram namun dalam 
pengelolaannya haruslah dikelola dengan benar yaitu disalurkan 
sebagi dana sosial. Dalam hal ini pemindahan hukum haram menjadi 
boleh, boleh bukan berarti halal, bunga itu hukumnya haram sedangan 
bunga yang sudah terlanjur ada di KSPPS kospin syariah Harjosari 
Karanganyar dikelola sebagai dana sosial dimana itu bersifat lebih 
masuk akal dibandingan dana tersebut harus dibuang sia-sia. 
Dalam fatwa Yusuf Qhardawi tentang bagaimana 
mempergunakan harta yang diperoleh dari jalan haram, Adapun 
pendayagunaan yang diperoleh dari jalan yang haram, yaitu di 
gunakan sebagai untuk hal-hal kebaikan, yaitu untuk fakir miskin, 
anak yatim, ibnu sabil, hal ini pernah menjadi perdepatan para ulama 
bagaimana memberi makan orang-orang kafir dengan usaha yang 
tidak baik, meski demikian sebagaimana harta yang buruk apabila di 
gunakan pada sesutu yang buruk juga lebih bagus apabila harta 
tersebut digunakan untuk hal kebaikan yang ada manfaat bagi  yang 
membutuhkan dan mendapatkan berkah dari yang mendoakan, adapun 
harta itu lebih baik disedekahkan dari pada dana tersebut dibuang sia-
sia.
2
 Islam tidak mmperbolehkan seseoranfng menaruh pokok 
hartanya dengan hanya mengambil keuntungan. Apabila dia 
melakukanpengkongsian, dia wajib memperoleh keuntungan 
begitupun kerugiannya, inilah makna persekutuan yang sama sama 
memikul tanggung jawab  
Perbandingan perolehan keuntungan yang tidak wajar 
antarapemilik modal dan pengelola misalnya pengelola memperoleh 
keuntungan sebesar 80%-90% sedangkan pemilik modal hanya lima 
atau enam persen atau terlepasnya tanggung jawab pemilik modal 
ketika pengelola mengalami kerugian, maka cara seperti ini 
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 Yusuf Qarhawi, hadiul Islam Fatawi mu’ashirah, Terj. As’ad yasil, (jakata: Gema 
insani press, 1995), hlm. 576. 
menyimpang dari sistem ekonomi islam meskipun syech syaltut 
pernah menfatwakan kebohanya
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Adapun upaya yang dilakukan KSPPS Kospin Syariah untuk 
menghindari transasksi riba yaitu dengan mengurangi dana yang ada 
di BRI dan dipindahkan ke BRI syariah. Serta memberikan pengertian 
kepada anggota yang menganggsur pembiayaan agar berpindah 
mentransfer angsuranya melalui BRI syariah, tetapi belum semua 
anggota sudah mengetahui dan paham dengan hal tersebut. 
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 Yusuf Qarhawi, hadiul Islam Fatawi mu’ashirah, Terj. As’ad yasil, cet. IV (jakata: 
Gema insani press, 1995), hlm. 764. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN  
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Faktor yang Melatarbelakangi KSPPS kospin Syariah memilih 
menempatkan dana di BRI  dan Bunga yang diperoleh ditinjau dari Fatwa 
MUI No 1 tahun 2008 dan Teori Darurat. KSPPS kospin syariah 
menempatkan dana di BRI yaitu karena kondisi darurat, dikarenakan 
anggota kospin syariah memilih mentransfer angsuran pembiayaan lewat 
bank BRI, dan pengambilan simpanan Ummah yang di miliki anggota 
seringkali mengambil simpanannya secara mendadak dan dana harus ada 
pada saat itu juga, di wilayah karanganyar sendiri letak dari bank BRI 
syariah sendiri dirasa cukup jauh yaitu terletak pada perbatasan kota Solo 
dan Karanganyar berangkat dari sini KSPPS Kospin Syariah sendiri ingin 
memberikan pelayanan solusi dan kemudahan dalam berbagai kebutuhan.  
2.   Pengelolaan  bunga yang sudah ada di KSPPS Kospin Syariah, dibuatkan 
laporan terpisah dengan dana halal lainya, dalam hal ini kospin sangat 
berhati-hati dalam memisahkan dana yang halal dan non halal. Maka dari 
itu kospin berhati-hati dalam penggunaan dana tersebut agar dana yang 
ada tidak tercampur dengan dana operasional yang ada di KSPPS kospin 
syariah. Dana non halal yang ada di Kospin Syariah diakumulasikan 
dengan dana non halal sebelumnya untuk digunakan sebagai dana sosial. 
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Pengelolaan bunga ditinjau dari prinsip istihsan dengan memanfaatkan 
dana tersebut untuk sebuah kebaikan karena itu lebih masuk akal karena 
dana tersebut lebih bermanfaaat bagi semua orang apabila dibandingkan 
jika dana tersebut tersebut didiamkan atau dibuang sama saja menyia-
nyikan harta.  
B.   SARAN  
Pendapatan non halal sudah semestinya dihindari baik untuk 
perorangan maupun lembaga sebab pendapatan bunga sudah jelas tidak 
diperbolehkan dalam syariat Islam, dan penggunaan dana non halal 
tersebut tidak boleh digunakan untuk diri sendiri maupun lembaga, jadi 
penempatan dana yang ada di BRI harus segera dipindahkan ke bank 
syariah agar terhindar dari dana non halal. 
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Lampiran pertanyaan kepada manager Kospin Syariah 
1. Sistem tabungan apa yang di pakai KSSPS Kospin syariah, tabunagn 
deposito/ tabungan biasa? 
2. Kenapa memilih menempatkan dana di BRI? 
3. Berapa jumlah dana yang ditabugkan setiah periodenya? 
4. Bagaiamana dengan pendapatan bunga yang di peroleh dari penempatan 
dana di BRI? 
5. Untuk apa saja dana sosial tersebut? 
6. Apakah semua cabang memiliki rekening tabungan di BRI? 
7. Sudah adakah upaya untuk memindahkan dana tersebut ke bank syariah 
Lampiran pertanyaan kepada DPS 
1. Apa saja tugas dan wewenang DPS di KSPPS kosin syariah? 
2. Bagaimana pendapat DPS mengenai penempatandana yang ada di BRI 
tersebut? 
3. Mengapa lebih memilih mengunaka dana tersebut sebagai dana sosial? 
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